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Bakti No 8 A. Kelurahan Tama Maung Kecamatan ---- Kota Makassar, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada H.M. Aminuddin Hasanuddin.S.H. dan Guntur, S.H keduanya Advokat/Pengacara
berkantor di Jalan Tamrin Nomore 23 Watampone sesuai regesteri nomor 98/SK/IX/2013 tanggal 11
September 2013 selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada DinasPendidikan
Kabupaten Bone, tempat tinggal di Desa ---- Kecamatan ---- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
termohon

Pengadilan Agama Watampone tersebut Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti buktinya
DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa dengan permohonan pemohon tertanggal 10 September 2013 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 826/Pdt.G/2013/PA.Wtp. pada tanggal 10 September 2013
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2009 di
Kecamatan Panakukkang Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar Kutipan Akta Nikah Nomor 767/68A/11/2009, tanggal 10 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlansung pemohon dan termohon hidup bersama

PUTUSAN
Nomor 826/Pdt.G/2013/PA.Wtp.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Tamamau Panakukkang Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 4 tahun, pernah rukun dan damai

sebagimanan layknya suami istri selama 2 tahun dan tidak dikarunai anak.

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 pemohon dan termohon seringkali terjadi perselisihan dalam rumah tangga
disebabakan karena termohon tidak pernah mengindahkan nasihat-nasihat pemohon sebagai suami sehingga
pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga akhirnya kurang lebih 2 tahun rumah tangga pemohon
dengan termohon pisah tempat tinggal kerena tidak ada lagi keharmonisan dan haapan hidup bersama dan sebagai
jalan satu-satunya hanyalah perceraian.

5. Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 2011 pemohon pernah mendaftarkan surat permohonan cerai pada Kantor
Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 1582/Pdt.G/2012 /PA.Mks dimanan putusannya amarnya
berbunyi Dalam Eksepsi:

. Menerima eksepsi termohon

o Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut
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Dalam. Pokok Perkara:

nyatakda feetobenah RRudrss bk dbafaieara ah Agung Republik Indonesia

A J ebapkdn kapadaperaohah agtukgrginbdyar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat
U ribu rupiah )

6. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi permohonan cerai pemohon di atas tidak dapat diterima disebabkan
karena termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bone, maka perkara ini harus diajukan atau masuk kewenangan
Pengadilan Agama Watampone dan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadilinya ( Vide Putusan
Pengadilan Agama Makassar Nomor 1582/Pdt.G/2012/PA.Mks halmanan 12 pertimbangan pertama)

Berdasarkan uraian alasan hukum permohonan pemohon tersebut di atas dimohon kiranya Ketua/Mejelis
Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan/mengizinkan pemohon untuk mengucakan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Subsider:

diawkili oleh kuasanya hadir sedangkan termohon tidal
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapK
dipanggil ke persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 23 September 2013 dan 31 Oktober 2013, panggilan mana

telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai kuasanya serta ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu
pemanggilan terhadap termohon dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya
surat gugatan penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa meskipun termohon tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan atau tidak membantah
permohonan pemohopn, pemohon tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan ;
1. Bukti tertulis :
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 767/68A/11/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Panakukkang Kota Makssar tanggal 10 Agustus 2009. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1582/Pdt.G/2012/PA.Mks. tanggal 6 Februari 2013
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P2.
1. Bukti Saksi:

1. Andi Amir Daus bin Andi Tunru, umur 51 tahun, bersumpah dan merangkan yang pada pokoknya sbb :
o Bahwa pemohon adalah sepupu saksi, pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2009 di Makassar;
o Bahwa pemohon dan termohon tinggal selama 2 (dua) tahun di Kelurahan Tamamau ---- Kota Makassar dan

belum dikarunia anak;
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| Bahwa menurut cerita pemohon awalnya antara pemohon dan termohon rukun r"::h_ o RN 2011
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Wa sepetigatahuandake peagihog ganitermohon telah pisah tempat tinggal sy, halc.i}i'r‘ E'E[éi%-h s 2011

a pisah tidak saling peduli:
. Bahwa pernah ada menasihati, tetap tida ada hasilnya
2. Andi Asdar bin Andi Saleh Baso, umur 31 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
. Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu, pemohon da* terrtw”op adalah suami istri menikah pada
tahun 2009 di Makassar ;
o Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun di Makassar dan sampai

sekarang belum dikarunia anak ;

. Bahwa menurut cerita dari pemohon hubungan termohon dengan pemohon awalnya baik namun pada tahun
2011 sering terjadi bertengkar karena termohon tidak menghargai pemohon jika dinasehati oleh pemohon

. Bahwa saksi melihat, pada bulan Agustus 2011 pemohon dan termohon mulai pisah tempat dan sejak pisah
hingga kini tidak pernah kumpul kembali dan keduanya saling mengabaikan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut. pemohon menerima dan membenarkannya dan dalam
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa oleh karena pihak termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan untuk
memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. majelis hakim telah mendamaikan dengan
cara menasihati pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. namun termohon tidak
hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya itu tidak disebabkan
suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan termohon tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara ini
dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya termohon bila permohonan pemohon beralasan hukum ;

Manimbang, bahwa dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon bahwa pemohon dan termohon
sering terjadi perselisihan sejak bulan Agustus 2011 disebabkan karena termohon tidak pernah mengindahkan
nasihat-nasihat pemohon sebagai suami sehingga pemohonmerasa tidak dihargai akibatnya selama dua tahun

terakhir ini

|tii|( k\sr.
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MET band® BARHANRIG kA8 EIa88n Bermohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan

olen karena alasan permohonan pemohon adalah telah terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon, maka

untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemohon telah menghadirkan dua
orang saksi dari orang keluarga dekat pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi akta nikah dan bukti P.2 yang mana bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil suatu pembuktian dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta autentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk di
pertimbangakan

Menimbang, berdasarkan bukti P1 menjadi terbukti bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam
pernikahan yang sah sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P2 suatu bukti yang menujukkan bahwa pemohon sejak dulu menghendaki
adanya perceraian dengan termohon sebagai istri pemohon namun permohonnya tidak diterimi dengan alasan
Pengdilan Agama Makassar tidak berwenang mendilinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, yang keterangannya sebagian telah memenubhi
syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa
satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan
pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan rasakan sendiri serta
berkaitan langsung dengan perkara pemohon sehingga dapat diterima untuk di pertimbangankan :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang menurutnya diketahui dan didengar dari pemohon
(Testi monium de Auditu ), maka keterangnya tidak memenuhi syarat materil karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi pemohon tersebut maka majelis hakim
menemukan fakta hukum

Bahwa dari sejak dulu pemohon menghendaki adanya perceraian dengan termohon karena tidak ada

keharmonisan dalam rumah tangganya.

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama
lamanya dan telah saling mengabaikan.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta hukum majelis hakim menilai bahwa dalam rumah pemohon dan
termohon tidak terdapat ketenteraman dan kedamaian karena suatu rumah tangga bahagia yang di dalamnya hidup
rukun kekal selamanya hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga pemohon dan termohon bahkan setalah pisah tidak
pernah kumpul kembali sebagaimana layak nya suami istri, dan dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling
memperdulikan lagi merupakan pula fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal
begitu lama dan saling tidak peduli tanpa adanya perselisihan dan perselisihannya itu telah menunjukkan pula

terjadinya secara terus-menerus ;
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Menimbang, bahwa untuk mengatasi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, upaya perdamaian

SR | dllﬁukan oldR KeRkE OB ik Ben M akhkaasm PhisidaGhkH PembRENISIER Hko MRk 1R &) @n
0 id teﬁg, an Bttera NGk BSFAbIRSIL aKkOmdjelis hakim menilai bahwa hubungan lahir dan bathin pemohon

dengan termohon betul-betul telah terputus sehingga rumah tangga tersebut telah pecah (broken marriage) dan sulit

untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan pemohon dan termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan
mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (maslahat) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang
dikehendaki al Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (mafsadah)
bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang
diajukan oleh pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam
rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya perkawinan pemohon dan termohon harus diakhiri dengan
perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru
akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil
lagi mendamaikan dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat
227 yang bunyinya
\{du‘a) 'fah?f

Artmya dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah SWT. maha mendengar
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
diuraikan di atas terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum dan
memenubhi maksud Pasal 39 ayat 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19  huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975  jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dikabulkan
secara verstek;

Menimbang, bahwa pemohon memohon agar di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Watampone, dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa terhadap penetepan
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tempat tersebut, setelah pemohon mengucak ikrar talak terhadap istri pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan
dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
N 0 lagi maba menggtAa":‘dV-/

sebagairbaoa t£lah

menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON)
di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ------ Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan ---- Kabupaten Bone, selambat - lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.
541.000,- (liam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone
pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 7 Muharram 1435 H. oleh kami Drs. Alimuddin
Rahim.S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H. dan Dra. Narniati. S.H.,M.H. sebagai hakim
anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan
dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon

tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota |, Ketua Majelis
ttd ttd
Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H. Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,
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putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti.

ttd
Dra. Wakiah
]
Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran Rp. 30. ode \
2 ATK Perkara Rp. 50.000
3 Panggilan Rp. 450.000,-
4 Redaksi Rp. 5.000,-
5 Meterai Rp. 6.000,-
Jumliah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satir ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



